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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri No.1/Missi/1959 menetapkan

Aceh sebagai daerah istimewa dan khusus yang berkaitan dengan sejarah

perjuangan masyarakat Aceh untuk melepaskan diri dari Gerakan Aceh

Merdeka (GAM), selain itu juga terkait dengan hasil sumber daya alam yang

harus diperjuangkan. Di samping kehidupan adat, budaya, sosial, politik yang

kemudian memunculkan Aceh sebagai daerah istimewa yang memberikan

jaminan kepastian hukum dalam budaya Islam yang kuat. Hal inilah yang

akhirnya memunculkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Namun, penyelenggaraan keistimewaan Aceh ini belum bisa memberikan

kehidupan yang adil karena konflik masih terus terjadi dan masih terdapat

pergolakan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, akhirnya Pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang – Undang Nomor 18 Tahun

2001 tentang Otonomi Khsus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam. Pasca perjanjian damai melalui Memorandum of

Understanding Helsinky yang akhirnya melahirkan Undang – Undang Nomor

11 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang – Undang Pemerintahan Aceh dalam satu pasalnya menyatakan

bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang

Gubernur.
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Pasal 1 angka 21 dan pasal 1 angka 22 Undang – Undang Pemerintahan

Aceh menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Qanun Aceh adalah

peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang

mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang – undangan sejenis

peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan dan

kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Berdasarkan definisi Qanun dalam Undang – Undang Pemerintahan

Aceh terlihat bahwa kedudukan Qanun itu disamakan dengan Peraturan

Daerah. Hal ini pun dipertegas dalam penjelasan pasal 7 Undang – Undang

Pembentukan Peruaturan Perundang – Undangan. Meskipun kedudukan

Qanun itu disamakan dengan Peraturan Daerah, pada dasarnya bahwa

landasan pengaturan Qanun itu harus sesuai dengan syariat Islam yang

memang telah menjadi kekhususan dari Aceh.

Dengan adanya Qanun dan Peraturan Daerah di Nanggroe Aceh

Darussalam ini terdapat tumpang tindih materi muatan yang akan diatur baik

dalam Peraturan Daerah ataupun yang diatur dalam Qanun. Seperti Peraturan

Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat

Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam dan Qanun Aceh Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah.

Terdapatnya dua aturan yaitu Qanun dan Peraturan Daerah di Aceh ini

dikarenakan dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh terdapat

kelemahan yagn terdapat dalam pasal 2 Undang – Undang ini yang berbunyi:

“(1) Daerah diberi Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur
keistimewaan yang dimiliki.

(2) Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan
yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kabupaten/kota
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”
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Sehingga berdasarkan klausul yang terdapat di dalam pasal 2 Undang –

Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh hanya mengatur keistimewaan Aceh di tingkat

kabupaten/kota, sedangkan keistimewaan Aceh adalah untuk seluruh provinsi

Aceh yang tidak dijelaskan dalam undang – undang. Maka dari itu kemudian

dibuatlah Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang

melahirkan Qanun untuk melengkapi kelemahan yang terdapat dalam Undang

– Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sehingga sampai saat ini terdapat dua jenis

aturan di Aceh yaitu Qanun dan Peraturan Daerah.

5.2 SARAN

Menurut penulis, sebaiknya Qanun yang terdapat di Nanggroe Aceh

Darussalam dihapuskan. Pada dasarnya materi muatan dari Peraturan Daerah

pun bisa mengatur tentang kondisi khusus daerah yang sudah diatur dalam

Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Dalam hal

ini kekhususan yang dimiliki oleh Nanggroe Aceh Darussalam adalah terkait

dengan syariat Islam yang kuat. Di samping itu, apabila Qanun ingin tetap

diberlakukan dan ada di Nanggroe Aceh Darussalam maka sebaiknya

Pemerintah Aceh bisa lebih tepat untuk menempatkan subtansi yang akan

diatur baik itu dalam Peraturan Daerah atau yang akan diatur dalam Qanun

yang harus berlandaskan syariat Islam. Karena pada kenyataannya masih

terdapat tumpang tindih substansi/materi muatan yang akan diatur antara

Peraturan Daerah dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam.

Supaya kedepannya tidak terdapat tumpang tindih materi muatan yang

akan diatur baik dalam Qanun ataupun dalam Peraturan Daerah, maka

seharusnya materi muatan yang diatur dalam Qanun adalah yang mengatur

tentang syariat Islam sesuai dengan karakteristik dari Qanun tersebut. Salah
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satu contohnya adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14

Tahun 2003 tentang Khalwat yang pengaturannya bertujuan untuk:

a. Menegakkan syariat Islam dan adat isitiadat yang berlaku dalam

masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau

perbuatan yang merusak kehormatan;

c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan

perbuatan yang mengarah kepada zina;

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan

memberantas terjadinya perbuatan khalwa/mesum;

e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Sedangkan seharusnya materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah

harus sesuai dengan Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang –

Undangan. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengawasan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
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